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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan:

Berdasarkan permasalahan diatas ,maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

a.

Pengaruh politik hukum pidana terhadap perbuatan zinah dirasakan sangat
besar hal ini dikarenakan pandangan masyarakat yang terus maju dan
berkembang dibidang politik hukum,dalam memperbaharui pasal perbuatan
zinah dan juga sanksi pidana bagi perbuatan zinah yang telah sesuai.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana
yang berkaitan dengan norma susila yang sesuai dengan keadaan serta situasi
masyarakat pada waktu dan masa yang akan datang

Konsep perzinahan mengalami perluasan dalam Rancangan KUHP mendatang
hal ini dikarenakan pangaruh dari Hukum Adat dan Hukum Agama hal ini
juga terlilat dalam pasal —pasal di RUU KUHP yang terus mengalami |
perluasan mengenai perzinahan Perzinahan dalam Rancangan KUHP buan
lagi semata-mata merupakan suatu bentuk persetubuhan antara pria dan
wanita dimana salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan tetapi
pengrertian tersebut dalam mendatang menjadi lebih luas yang unsurnya

meliputi :

76

Politik Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Zinah Dianita Indah Pramesti



77

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

1. Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan
2. Atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsure paksaan
3. Dilakukan diluar perkawinan yang sah .
Bentuk-bentuk perbuatan zinah dari Hukum Agama daan Adat yang
berlaku sehingga membentuk suatu kesimpulan bahwa perbuatan zinah
meliputi:
1. Perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang
belum terikat perkawinan
2. Perbuatnan zinah antara seorang pria dan wanita yang salah satu
pelakunya atau keduanya terikat perkawinan
3. Perbuatan zinah yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan
yang masih memiliki hubungan darah
4. Perbuatan zinah yang dilakukan antara pria dan wanita yang tidak
terikikat dalam perkawinan tetapi telah hidup bersama seperti
suami isteri.

Rancangan KUHP telah menampung dan mewadahi konsep dan bentuk
perbuatan zinah menurut Hukum Agama dan Adat,Hal tersebut dapat terlihat dari
perumusannya dalam Rancangan KUHP.

Rancangan KUHP,secara substansi RUU KUHP tidak mengalami perubahan
paradigma dengan menempatkan kejahatan seksual terhadap perempuan dalam Bab
Kesusilaan.Hal ini tentu saja mengingkari hak seksual dan reproduksi

perempuan,Perempuan tidak bisa memberikan penilaian akan kejahatan seksual yang
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terjadi pada dirinya,namun penilaian tersebut dikembalikan pada nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat.

Ketentuan Pelacuran ini dimasukkan dalam bagian zinah dan cabul yang
artinya oleh tim perumus RUU KUHP dianggap sebagai perbuatan zinah
(persetubuhan diluar  perkawinan )sedangkan  cabul  (perbuatan tidak
senonoh,keji),Fenomena perzinahan muncul karena salah satunya faktor feminisasi
kemiskinan, didalam KUHP sebagaimana tujuan dari pemidanaan itu sendiri untuk
pencegahan dan perbaikan moral —moral masyarakat agar tidak terjerumus didalam

perbuatan susila.

4.2 Saran —saran :

Diharapkan Rancangan KUHP dapat disahkan dan diberlakukan karena di
dalam Rancangan KUHP telah tertuang konsep serta bentuk perbuatan zinah menurut
Hukum Agama dan Adat sebagai hukum nasional dan diharapkan Rancangan KUHP

dapat berpihak pada perempuan

Politik Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Zinah Dianita Indah Pramesti





